Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017 by Jaelani, Aan
MPRA
Munich Personal RePEc Archive
Public expenditure management in
Indonesia: Islamic economic review on
state budget 2017
Aan Jaelani
Faculty of Shariah & Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
1 March 2017
Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77423/
MPRA Paper No. 77423, posted 11 March 2017 10:27 UTC
 Manajemen pengeluaran publik di Indonesia:  
Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017 
 
Public expenditure management in Indonesia: Islamic economic 
review on state budget 2017 
 
[This paper discusses the management of public expenditures in 
Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy 
documents, especially about government spending plans in 2017, 
and then be reviewed by policy analysis, the theory of public 
expenditures, and the theory of public goods, and compared with 
the theory of public expenditure in Islamic economics. Public 
expenditure management in Indonesia has implemented a 
distribution system that divided public expenditure for central 
government expenditures, transfers to the regions, and the village 
fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support 
the achievement of sustainable economic growth, job creation, 
poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the 
whole community. In Islamic economics, public expenditure is used 
to meet the needs of the community based on the principles of 
general interest (al-maslahat al-'ammah) derived from the shari'a. 
Public expenditure on Indonesia's government as an effective tool to 
divert economic resources and increase the income of society as a 
whole, and focused on the embodiment of the people's welfare] 
 
Dr. Aan Jaelani 




Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: 
Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017 
 
Aan Jaelani 
Fakultas Syari’ah & Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 






This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data 
collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be 
reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared 
with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has 
implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers 
to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the 
achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the 
welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the 
community based on the principles of general interest (al-maslahat al-'ammah) derived from the shari'a. Public 
expenditure on Indonesia's government as an effective tool to divert economic resources and increase the income 
of society as a whole, and focused on the embodiment of the people's welfare. 
 
Keywords: State budget, fiscal policy, public expenditure, welfare, shariah 
JEL Classification: E62, H11, H41, H5, 023, P5 
 
1. Pengantar 
Peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua sistem perekonomian. 
Semakin meningkat peranan pemerintah maka semakin besar pengeluaran pemerintah dalam 
proporsinya terhadap penghasilan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat 
dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu. 
Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah 
yang bersangkutan. Tetapi hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah 
terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap 
kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian. 
Karena itu, pengeluaran pemerintah terkait dengan sistem anggaran yang 
diterapkannya. Anggaran pemerintah di negara-negara sekuler modern secara umum terdiri 
dari dua jenis, yaitu anggaran saat ini (current budget) dan anggaran modal (capital budget). 
Current budget digunakan untuk memenuhi pengeluaran pada aspek administrasi sipil, 
pertahanan, biaya pelayanan hutang, dan lainnya, sedangkan capital budget digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek 
pertahanan, bendungan, kanal, pembangkit listrik, jalan raya, dan kereta api. 
Fungsi ekonomi diperlukan pada setiap sistem perekonomian, bukan hanya untuk 
menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang 
produksi dan konsumsi, selain memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas 
nasional termasuk stabilitas ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
Setiap anggota masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga 
diperlukan adanya keamanan dan keadilan yang dapat difasilitasi negara, salah satunya 
menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, termasuk uang, sumber daya 
ekonomi yang meliputi SDM, alam, modal, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengelolaan 
belanja negara diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. 
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Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 di Indonesia, 
target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajak 
sebesar Rp1.498,9triliun; (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250,0 
triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara disepakati 
sebesar Rp2.080,5 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 
triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja Pemerintah 
Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun dan belanja 
Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Adapun besaran defisit yang 
masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 
Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB). Defisit APBN tahun 
2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2 
miliar. 
Kebijakan umum belanja pemerintah Indonesia dalam APBN tahun 2017 akan 
diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui upaya 
memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, mengurangi kemiskinan, 
mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga akan 
senantiasa mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna 
meningkatkan kualitas belanja negara.  
Pemanfaatan belanja pemerintah pusat juga diarahkan pada peningkatan kualitas 
belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya melanjutkan kebijakan 
efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas dan efektivitas program 
perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), 
Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), dan Beasiswa Bidik Misi, 
meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN), memantapkan reformasi birokrasi antara lain dengan mempertahankan 
tingkat kesejahteraan aparatur negara, dan  memperkuat kepastian dan penegakan hukum, 
stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi. Adapun alokasi anggaran 
belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.315.526,1 miliar (9,5 persen 
dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2017 tersebut akan 
digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan 
(Kementerian Keuangan RI, 2017). 
Dalam bidang infrastruktur, berdasarkan Global Competitiveness Report 2015-2016, 
kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 81 dari 140 negara. 
Sementara itu, berdasarkan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 
tahun 2015 menempati peringkat 110 dari 187 negara. Oleh karena itu, dalam rangka memacu 
percepatan pembangunan, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan belanja yang lebih 
ekspansif dalam APBN, namun tetap dalam koridor kesinambungan fiskal. 
Pemerintah mutlak ikut berperan dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian, 
bukan hanya untuk menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk 
mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi, di samping memperbaiki 
distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi, serta 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan banyak 
sumber pendapatan dalam rangka melaksanakan perannya untuk menciptakan kemakmuran 
bagi rakyat. 
Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan 
kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. 
Bahkan peran negara adalah memelihara terselenggaranya ajaran-ajaran agama dan 
memakmurkan rakyat. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam 
bentuk pengeluaran publik memperoleh legitimasi dalam syari’at Islam. 
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Tulisan ini akan menganalisis tentang manajemen belanja pemerintah, tujuan 
pengeluaran publik, dan sistem belanja pemerintah Indonesia dalam APBN Tahun 2017, dan 
mereview secara komparatif dengan konsep belanja negara dalam ekonomi Islam, sehingga 
dapat diketahui aspek-aspek fungsi dan praktik pembelanjaan pemerintah yang bertujuan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
 
2. Literatur Review 
2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 
Untuk memahami perkembangan pengeluaran pemerintah, maka dapat dianalisis 
melalui teori makro dan teori mikro. Government expenditure untuk pembelian barang dan 
jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 
Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh 
sejauhmana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran 
pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun 
berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi 
masalah kemiskinan. 
Teori makro tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dianalisis dengan 
model pembangunan dari Rostow dan Musgrave, hukum Wagner tentang perkembangan 
aktivitas pemerintah, dan teori Peacock dan Wiseman. Teori-teori tersebut dilatarbelakangi 
oleh perkembangan pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat akibat kegiatan 
pemerintah yang mengalami peningkatan dalam sistem perekonomian. Menurut Foster & 
Fozzard (2000), peranan pemerintah yang semakin meningkat menyebabkan proporsi 
pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional semakin besar. Pengeluaran 
pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator bagi kegiatan pemerintah yang 
dibiayai oleh pemerintah itu sendiri. Namun demikian, proporsi dari pengeluaran pemerintah 
terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap 
kegiatan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian. 
Tabel 1 
Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 
 





Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke 
dalam 5 tahap: the traditional society), the preconditions for take off, 
the take-off, the drive to maturity), dan the age of high mass-
consumption. Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi tersebut 
adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politik 
yang terjadi di masyarakat.  
Menurut Musgrave, suatu proses pembangunan akan ditandai dengan 
adanya investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar 
dan persentase investasi pemerintah dalam persentase GNP akan 
semakin kecil.  
Model pembangunan Rostow dan Musgrave ini memberikan kerangka 
dasar bagi peningkatan pengeluaran pemerintah seiring dengan peranan 
pemerintah yang semakin besar. Meskipun teori ini dikembangkan dari 
pengalaman pembangunan ekonomi di berbagai negara, namun ada 
ketidakjelasan terkait dengan pertumbahan ekonomi yang berlangsung 





















Perkembangan pengeluaran bagi kegiatan-kegiatan pemerintah 
semakin meningkat. Wagner menyebut kondisi ini sebagai “law of ever 
increasing state activities, atau menurut Musgrave, disebut “law of 
growing public expenditures”. Peningkatan ini terletak pada kegiatan 
dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah, 









pengeluaran pemerintah.  
Hukum Wagner ini menunjukkan bahwa makin meningkatnya 
kegiatan-kegiatan pemerintah, makin meningkatnya kebutuhan 
pemerintah, dan makin meningkatnya pengeluaran negara. 
Hukum Wagner ini memberikan asumsi bahwa dalam suatu 
perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara 
relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner 
ini berdasarkan pengamatan empiris dari negara-negara maju, tetapi 













3 Teori Peacock 
& Wiseman 
Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada penelitian empiris 
dengan penekanan pola waktu dan perkembangan pengeluaran 
pemerintah bukan bersifat continious growth, melainkan seperti tangga 
rumah. Keduanya menamakan dengan istilah “steplike”.  
Pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran 
sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 
Hipotesis teori Peacock dan Wiseman ini menjadi dasar dari teori 
pemungutan suara.  
Teori ini menjelaskan pula bahwa masyarakat mempunyai suatu 
tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat 
memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, 
perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 
semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan 
meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah 


















2.2. Teori Barang Publik 
Salah satu peran pemerintah yang cukup penting dalam pandangan Rossen & Gayer 
(2008: 47-49) adalah membuat keputusan terkait alokasi sumber-sumber ekonomi untuk 
menghasilkan barang publik. Dalam hal ini, sistem ekonomi sosialis mempraktekkan sebagian 
besar barang-barang swasta diproduksi oleh pemerintah, sedangkan sistem ekonomi kapitalis 
menerapkan sebagian besar barang-barang publik diproduksi oleh sektor swasta.  
Dalam menguraikan alokasi sumber-sumber ekonomi yang optimum untuk barang-
barang swasta dan barang publik tidak dapat dilepaskan dari biaya produksi. Sektor swasta 
mempunyai berbagai sumber dana untuk melaksanakan produksi, yaitu dengan meminjam 
dari bank, menjual saham-saham atau dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada 
pemegang saham (retained earnings). Pemerintah juga mempunyai sumber dana untuk 
melaksanakan ativitasnya, misalnya saja dengan pinjaman luar negeri, dengan mencetak uang 
atau dengan memungut pajak. 
Ada beberapa teori yang menganalisis barang-barang publik dari segi alokasi sumber-
sumber ekonomi, yaitu teori Pigau, teori Bowen, teori Erick Lindahl, teori Samuelson, dan 
teori anggaran. 
Tabel 2 
Teori Barang Publik 
 
No Teori/Model Uraian Referensi 
1 Teori Pigau Menurut Pigau, barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat 
sehingga kepuasan marginal atas barang publik sama dengan 
ketidakpuasan marginal (marginal disutility) akan pajak yang dipungut 
untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan 
barang publik. 
Teori Pigau ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan barang publik, 





membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, 
sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat 
diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. 
2 Teori Bowen Teori Bowen dapat dijelaskan dengan membuat perbedaan antara barang 
swasta dan barang publik. Barang swasta merupakan barang yang 
memiliki sifat pengecualian, sehingga pemilik suatu barang dapat 
mengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut, misalnya sepatu.  
Teori Bowen ini memiliki kelemahan dengan menggunakan analisis 
permintaan dan penawaran. Kelemahan ini terletak pada prinsip barang 
publik yang tidak dapat diberlakukan pengecualian, sehingga masyarakat 
tidak mau menggunakan kesenangan (preferensi) akan barang tersebut 





3 Teori Erick 
Lindahl 
Teori Erick Lindahl hampir sama dengan teori Bowen, hanya saja 
pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, 
tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang public. 
Teori Lindahl ini memiliki kelemahan: membahas barang publik tanpa 
menjelaskan penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor 
swasta; penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik (tidak dapat 
dikecualikan) menyebabkan tidak ada seorang individu yang bersedia 
menunjukkan preferensinya terhadap barang public; teori ini  hanya 
melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah 











Teori Samuelson ini menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah 
yang disertai analisis barang sektor swasta. Adanya barang publik 
dengan dua ciri berupa non-exclucionary dan non-rivalry tidak berarti 
bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau 
tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. 
Kelebihan teori ini berupa analisisnya sederhana, jelas, dan menyeluruh. 
Sedangkan kelemahan teori ini: hasil analisis sangat tergantung pada 
tingkat kesejahteraan individu yang dipilih (individu S atau R), dan 
tingkat kesejahteraan yang mula-mula dipilih; dan Samuelson 
menunjukkan bahwa tercapainya kondisi Pareto optimal, namun kita 
tidak tahu apakah perpindahan kebutuhan menunjukkan perbaikan atau 














teori anggaran memiliki asumsi bahwa setiap orang membayar atas 
penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama sesuai dengan 
sistem harga untuk barang swasta (private goods). Teori alokasi barang 
publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan 
barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan (reality), karena 
bertitik tolak pada distibusi pendapatan awal di antara individu-individu 
dalam masyarakat (dalam hal ini individu A dan B), dan dapat digunakan 
untuk menentukan beban pajak diantara para konsumen untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah. 
Kelemahan utama teori ini adalah  digunakannya kurva indiferens 
sebagai alat analisis yang baik dari segi teori, namun kurang bermanfaat 




Beberapa teori barang publik yang dikemukakan tersebut di atas menggunakan kurva 
permintaan dan atau kurva indiferens yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur secara 
empiris. Oleh karena itu, teori ekonomi dianggap tidak mampu memecahkan maslah alokasi 
sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang-barang swasta dan barang-barang publik 
secara empiris, dan pemecahannya harus dilaksanakan dengan proses pemungutan suara yang 
biasa dilakukan dalam proses politik. Namun demikian, pemungutan suara juga tidak dapat 
memberikan pemecahan yang sangat memuaskan kecuali pada suatu masyarakat dimana 
preferensi mereka identik sehingga dapat tercapai hasil secara aklamasi. 
Adapun Mawardi (1996: 185-189), ahli hukum madzhab Syafi’i dan seorang 
negarawan masa Abbasiyah, memberikan gagasan khusus terkait dengan barang-barang 
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publik ini dalam bentuk tanah yang dilindungi (al-hima) dan fasilitas publik (al-arfaq). Al-
hima merupakan peraturan tentang tanah yang dilarang untuk diolah dan dimiliki seseorang, 
agar ia tetap menjadi wilayah yang boleh dipergunakan bagi siapapun, tempat padang rumput, 
dan tempat penggembalaan hewan. Adapun fasilitas umum berupa sarana dan prasarana 
umum seperti tempat duduk di pasar, di pinggir jalan, di pinggir kota, dan tempat istirahat 
bagi para tamu. Tugas pemerintah antara lain menyediakan fasilitas yang dapat menjaga 
keselamatan, memelihara persediaan air, dan memberikan kesempatan bagi orang untuk 
memilikinya. 
Beberapa cacatan dari pendapat Mawardi di atas terkait dengan barang publik (public 
goods), antara lain; pertama, peran pemerintah cukup dominan untuk menjamin tersedianya 
barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan oleh banyak orang, sekaligus juga memberikan 
larangan bagi siapa saja untuk memilikinya; kedua, barang-barang publik termasuk juga 
kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, seperti 
pelaksanaan ajaran agama dan harmonisasi umat beragama, keamanan masyarakat, 
pendidikan, pertahanan nasional, dan sebagainya; ketiga, pemerintah mengangkat petugas 
untuk pemeliharaan fasilitas umum atau kebutuhan yang bersifat nasional, misalnya 
mengangkat ulama yang memberikan pengajaran atau imam shalat; dan keempat, menjamin 
terciptanya kesejahteraan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui distribusi 
pendapatan public secara adil dan merata. 
 
3. Metodologi 
Pada kajian ini, manajemen belanja pemerintah Indonesia pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 akan dianalisis dengan review literatur 
secara komprehensif. Data dikumpulkan dari dokumen yang bersumber dari Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia dan informasi dalam bentuk tanggapan atas penetapan RAPBN 
tanggal 18 Agustus 2016 sampai ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia tentang 
APBN Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 17 Nopember 2016. Data ini direview dengan 
menggunakan analisis data kebijakan tentang pengelolaan belanja pemerintah Indonesia, 
teori-teori belanja negara dan barang publik, kemudian direview secara komparatif dengan 
analisis belanja negara dalam ekonomi Islam, sehingga diperoleh kesimpulan dari studi 
tersebut. 
 
4. Hasil Kajian 
4.1. Asas-asas Manajemen Belanja Negara 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa belanja negara 
adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang 
terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah 
pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan 
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, 
fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi 
pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. 
Adapun belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat 
yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara 
umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat 
yang dialokasikan untuk mencapai hasil tertentu pada bagian anggaran kementerian 
negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara (Kementerian Keuangan RI, 
2017). 
Kebijakan belanja kementerian/lembaga yang berpedoman pada arah kebijakan fiskal 
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 diarahkan antara lain untuk  meningkatkan 
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kinerja aparatur pemerintah dengan didukung kebijakan reformasi birokrasi serta 
mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara, melanjutkan kebijakan efisiensi dan 
penajaman belanja nonoperasional pada kementerian/lembaga dengan tetap menjaga kualitas 
pelayanan kepada masyarakat, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan 
konektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan, memperkuat pelaksanaan program 
prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan 
kelautan, serta pariwisata dan industri, mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) 
serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), dan 
mendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik. 
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanja 
Kementerian/Lembaga dalam tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut 
melalui: perbaikan kualitas perencanaan anggaran, perbaikan kualitas pengelolaan anggaran 
tidak hanya berfokus dalam rutinitas tapi mulai berorientasi pada hasil yang sejalan dengan 
penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), berupa perbaikan redaksi atau rumusan 
sasaran kinerja (output-sasaran) dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi 
penganggaran berbasis kinerja, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran. 
Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar dan pemerataan 
distribusi pendapatan, sebab negara dibentuk untuk mengemban berbagai tugas kolektif. 
Pemerintah memiliki perangkat dan sumber daya, termasuk keuangan, untuk memberikan 
jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu 
saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan ketidaksempurnaan. 
Pemerintah bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya 
pembangunan ekonomi.  
Pemerintah harus melaksanakan seluruh proyek yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Masalah ini sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave & 
Musgrave (1987: 8) bahwa kesulitan terletak pada kebijakan dalam memutuskan jenis dan 
sifat kebaikan sosial yang dipenuhi secara prioritas dan berapa banyak konsumen tertentu 
yang diminta untuk memberikan biaya. Hal ini harus diputuskan melalui proses politik. Para 
pemilih melalui suara mereka dapat memutuskan pilihannya. Sebenarnya, tuntutan terhadap 
kebutuhan publik melalui proses politik adalah konsep kehidupan modern dan mekanisme 
keuangan yang sistematis.  
Pemerintah harus memutuskan pelaksanaan proyek pembangunan berdasarkan 
kebutuhan public. Abu Yusuf (1979: 109) menegaskan bahwa jika fokus pemungutan  pajak 
diarahkan pada bidang tanah yang tak dapat ditanami, di mana saluran air dapat ditemukan 
kembali, lalu dibersihkan dan diperbaiki, sehingga saluran air dapat mengairi wilayah yang 
tak ditanami dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pemerintah, maka semua biaya 
harus ditanggung oleh kas negara. Dalam hal ini,  masyarakat dapat meminta pemerintah agar 
memenuhi jenis proyek kesejahteraan tertentu. 
Dalam hal ini, Mawardi (1996: 245) menegaskan bahwa pemerintah akan memenuhi 
kebutuhan publik yang bersifat kewajiban sosial. Jadi, kebutuhan publik harus dipenuhi 
berdasarkan skala prioritas publik atau rekomendasi otoritas publik berdasarkan kepentingan 
umum, atau karena sifatnya sebagai kewajiban sosial. Sebenarnya, pengadaan kebutuhan 
publik berdasarkan kepentingan publik dan kewajiban sosial sebagai model kebijakan 
keuangan Islam.  
Mawardi (1996: 176) menegaskan pula bahwa belanja negara dapat dianalisis sebagai 
berikut: “setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara, dan 
setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Di 
samping itu, belanja negara dan perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan 
sumber-sumber ekonomi.” Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan 
publik akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. 
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Pengeluaran negara dipergunakan pula untuk menunjang sektor pasar yang ikut 
berperan di dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemeliharaan dan penjagaan serta 
penciptaan social overheads. Hal ini akan mengarah kepada penurunan segala bidang dalam 
hal ongkos produksi serta perbaikan efisiensi, yang akibatnya akan meningkatkan produksi 
dan menambah untung. Investasi masyarakat juga akan dapat mengembangkan industri, 
seperti pertambangan dan irigasi, juga ia dapat menciptakan infrastrukturnya, yang berarti 
menyiapkan suatu basis pertumbuhan yang kokoh. 
Di samping itu, keberadaan pengeluaran negara dipergunakan sebagai alat untuk 
mencapai stabilitas ekonomi dan untuk peningkatan produksi dan sebagainya seperti terurai di 
atas, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Walaupun 
untuk negara maju dan untuk negara sedang dan kurang berkembang berbeda dalam 
prioritasnya. Salah satu cara di mana pengeluaran negara berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan ekonomi ialah adanya kemampuan kerja, kemauan serta kemampuan 
menghemat dari pada rakyat dan investasi rakyat (Jaelani, 2015). Pengaruh yang jelas akan 
sangat tergantung pada bentuk serta jumlah pengeluaran negara yang tepat sesuai dengan 
ruang lingkupnya. Dengan kata lain, pengeluaran negara hanya merupakan salah satu atau 
hanya merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi yang mungkin dijalankan oleh suatu 
negara. 
Fenomena lain menunjukkan bahwa mekanisme pasar merupakan salah satu penyebab 
dari adanya ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di dalam masyarakat suatu negara. 
Ketidaksamaan atau perbedaan pendapatan dan kesejahteraan tersebut tidak hanya muncul 
dalam bentuk ketidakadilan ekonomi dan sosial, tetapi juga mengubah pola produksi dan 
lapangan kerja. Suatu upaya yang memperkecil perbedaan-perbedaan tersebut di atas akan 
dapat menunjang tercapainya stabilitas ekonomi. Sedangkan stabilitas yang terdapat di dalam 
kehidupan perekonomian, akan berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan terciptanya 
keadaan di atas maka akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap iklim investasi. 
Pertimbangan-pertimbangan di atas juga dimaksudkan untuk mencapai pemerataan 
pendapatan dan kemakmuran yang seimbang. Pengeluaran negara merupakan salah satu cara 
yang biasa ditempuh untuk menciptakan kondisi tersebut. 
Syatibi (1995) memberikan kriteria lain bagi pembelanjaan publik. Tujuan-tujuan 
syari’ah harus dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, 
kepentingan publik mencakup tiga kategori, yaitu primer (dharuriyah), sekunder (hajiyah), 
dan anjuran (tahsiniyah). Syatibi (1995) menilai bahwa tujuan-tujuan syari’ah dapat dirinci 
secara operasional dengan menurunkan aspek-aspek praktis pada lima dimensi, yaitu fungsi 
keagamaan (din), fungsi kebutuhan dasar (nafs), fungsi pendidikan (‘aql), fungsi ketahanan 
dan pemberdayaan keluarga (nasl), dan fungsi ekonomi (mal). Klasifikasi kepentingan publik 
tersebut menunjukkan bahwa belanja negara dikelola untuk mencapai tujuan-tujuan syari’ah 
yang memfokuskan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat atau kebahagian di dunia dan 
akhirat. 
 
4.2. Tujuan Pengeluaran Publik dalam APBN 2017 
Penyusunan APBN tahun 2017, selain memperhatikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 
juga dilandasi dengan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun ini mengusung tema 
“pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan”. Sejalan dengan tema tersebut, 
kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan 
pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan 
bagi seluruh masyarakat (Jaelani, 2016a).  
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Sesuai dengan hasil kesepakatan, target pendapatan negara ditetapkan sebesar 
Rp1.750,3 triliun yang terdiri atas; (1) pajak sebesar Rp1.498,9 triliun; (2) PNBP sebesar 
Rp250,0 triliun, dan (3) Penerimaan Hibah sebesar Rp1,3 triliun. Pada sisi belanja negara 
disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 
Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Belanja 
Pemerintah Pusat terdiri atas belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp763,6 triliun 
dan belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp551,9 triliun. Dalam APBN 2017 
juga disepakati besaran defisit yang masih berada dalam batas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yaitu sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestic 
Bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan 
pembiayaan anggaran sebesar Rp330,2 miliar. 
Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 
11 fungsi yang menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi 
pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam 
RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi 
adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 26,2 persen dari total anggaran belanja 
pemerintah pusat, sisanya sebesar 73,8 persen tersebar pada fungsifungsi lainnya. Besarnya 
alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk 
terus meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2016) 
Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 
2016-2017 disajikan dalam tabel berikut ini. 
Tabel 3 
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 
(trilun rupiah) 
 
No Fungsi 2015 2016 
1 Pelayanan Umum 624,5 322,6 
2 Pertahanan 105,9 109,0 
3 Ketertiban dan Keamanan 52,9 122,9 
4 Ekonomi 177,1 331,0 
5 Perlindungan Lingkungan Hidup 9,9 11,0 
6 Perumahan dan Fasilitas Umum 17,0 34,3 
7 Kesehatan 23,2 66,1 
8 Pariwisata 3,2 5,9 
9 Agama 5,1 9,8 
10 Pendidikan 143,6 143,3 
11 Perlindungan Sosial 20,9 150,8 
Total 1.183,3 1.306,7 
 
Dalam sistem kapitalis yang menganut ekonomi bebas, mekanisme pasar, dan 
pemilikan pribadi atas barang dan jasa, seperti digagas Adam Smith (dalam Soepangat & 
Gaol, 1991: 38-40), salah satu pelopor kapitalisme, menegaskan bahwa peran pemerintah 
dalam pengeluaran publik dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: pertama, expense of 
defence; untuk melindungi masyarakat (fungsi pertahanan); kedua, expense of justice; untuk 
menciptakan keadilan; ketiga, expense of public works and public of institutions; untuk 
membangun dan memelihara pekerjaan dan lembaga publik; dan keempat, expense of 
supporting the dignity of the sovereign; untuk membantu meningkatkan martabat negara. 
Gagasan Adam Smith menunjukkan peran kebebasan ekonomi dalam menciptakan 
kemakmuran masyarakat, sehingga dibutuhkan keamaan, ketertiban hukum, prasarana 
ekonomi, dan sebagainya. Namun, kelemahan-kelemahan gagasannya terletak pada kekuatan 
ekonomi berbeda-beda dalam masyarakat, kesempatan yang berbeda, bahkan kurang 
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mempertimbangkan bila terjadi kompetisi yang tidak jujur (unfair competition) dan perang-
bebas liberalisme (free-fight liberalisme). 
Bagi Mawardi (1983: 229), kepemilikan harta oleh pelaku ekonomi harus diperoleh 
berdasarkan hak dan kedudukannya. Allah melarang tindakan ekonomi dengan jalan yang 
batil (Q.S. al-Baqarah: 188). Jika demikian, semua transaksi dalam kegiatan ekonomi yang 
mengandung unsur ketidakadilan dilarang dalam Islam, termasuk kompetisi yang tidak jujur, 
dan kebebasan individu dalam memperoleh harta. Oleh karena itu, untuk menciptakan 
keadilan dan kemakmuran masyarakat, peran pemerintah diperlukan dalam mendistribusikan 
keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi.  
Dalam hal ini, Mawardi cukup teliti dalam hal pendistribusian harta oleh petugas 
negara dan para penerimanya yang disertai dengan bukti penerimaan. Hal ini dalam rangka 
menghindari kesalahan distribusi harta kepada mereka yang tidak berhak dan mencegah 
terjadinya perselisihan dengan mereka yang berhak menerima, namun tidak menerima 
sebagaimana mestinya. 
 
4.3. Sistem Belanja Negara 
Klasifikasi anggaran belanja negara menurut fungsi, seperti pada Pemerintah 
Indonesia, bertujuan untuk menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan klasifikasi anggaran 
menurut fungsi juga berkontribusi positif terhadap upaya-upaya dari Pemerintah dalam rangka 
mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang memberikan multiplier 
effect yang lebih besar dan berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan 
lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. 
 Dalam keadaan lain, dimana perekonomian masyarakat mengalami krisis yang 
berdampak terhadap keuangan negara akibat sumber-sumber penerimaan terutama pajak 
merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut 
beralih kepada kaum Muslimin (Jaelani, 2014). Misalnya, adanya krisis ekonomi yang 
menyebabkan masyarakat jatuh miskin, maka mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah 
maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka disantuni negara dengan biaya yang 
diambil dari orang-orang Muslim yang kaya. Adapun secara politik, Siddiqi (1962) 
menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain dalam rangka 
memenuhi kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya 
mendistribusikan harta secara adil dan merata. 
Dalam pengelolaan anggaran, Biyuni (1983: 483) menyatakan bahwa para pengelola 
anggaran tidak diperkenankan secara berlebihan, dikurangi, ataupun dikorupsi dalam 
pembelanjaan keuangan public yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Untuk kepentingan 
tersebut, pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisien, tepat sasaran, akuntabel, dan 
transparan.  
Pengelolaan anggaran secara efisien akan tergambar melalui belanja pemerintah yang 
berbasis pada rencana anggaran pemerintah yang telah disusun dan metode yang tepat. Karena 
itu, Mawardi (1983: 135) menjelaskan bahwa kas negara tidak boleh mengalami defisit, 
digunakan secara tidak proporsional, dan tidak mengandung unsur bunga, kecuali digunakan 
sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam pengelolaan belanja 
negara, pemerintah harus mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia. Karena 
demikian, belanja negara yang bersifat boros ataupun tidak sesuai dengan rencana anggaran 
dapat menyebabkan kas pemerintah mengalami defisit yang dapat merugikan keuangan 
negara. 
Dalam sistem ekonomi Islam, belanja pemerintah memiliki fungsi kesejahteraan 
sebagai bentuk kewajiban agama. Kahf (2001: 513) menjelaskan bahwa ajaran Islam 
menempatkan pembelanjaan publik sebagai bagian penting dari tugas-tugas pemerintah. 
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Meskipun al-Qur’an tidak mengatur secara rinci terkait dengan kaidah-kaidah pembelanjaan 
publik, namun Nabi Muhammad telah mempraktekkannya dengan menggunakan harta negara 
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk membelanjakan harta tersebut tak lain untuk 
menciptakan kesejahteraan publik. Secara historis, Kahf (2001: 1998) menyatakan bahwa 
pengeluaran publik  menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam bidang pertahanan, keamanan dalam 
negeri, keamanan daerah perbatasan, dan pembelanjaan lain bagi masyarakat. 
Shiddieqy (1992) menyatakan bahwa ada tiga kategori belanja pemerintah. Pertama, 
belanja negara untuk tugas-tugas secara eksplisit yang ditetapkan oleh  syari’ah atau peraturan 
pemerintah, yaitu pertahanan, pembuatan undang-undang, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, 
dan pemenuhan kepentingan publik bila sektor swasta tidak dapat memenuhinya. Untuk 
kategori ini, anggaran belanja  bersumber dari pendapatan atas kepemilikan umum, seperti 
zakat dan pajak. Kedua, belanja negara yang bersumber dari keputusan hukum melalui ijtihad 
untuk menyelesaikani persoalan yang baru. Anggaran belanja ini digunakan untuk 
menegakkan prinsip-prinsip kesejahteraan public, misalnya untuk kepentingan konservasi 
lingkungan hidup, penelitian ilmiah, penanaman modal, dan pemenuhan stabilitas nasional. 
Ketiga, belanja pemerintah sebagai kewajiban penyelenggara negara yang ditetapkan melalui 
lembaga syura’ (lembaga legislatif). Dalam hal ini, pemerintah menyediakan air bersih, listrik, 
layanan pos, dan lain-lain. 
Wagner (dalam Rossen & Gayer, 2008: 29) menjelaskan bahwa belanja pemerintah 
untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan itu selalu meningkat. Kecenderungan semakin 
meningkatnya pengeluaran pemerintah oleh Wagner dinamakan dengan “law of ever 
increasing state activities”, atau “hukum makin meningkatnya kebutuhan negara”. Jadi, 
peningkatan tersebut berupa kegiatan dan kebutuhan pemerintah yang memiliki kaitan dengan 
tugas dan fungsi pemerintah, dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah.  
Hukum Wagner tersebut oleh Musgrave & Musgrave (1987: 36) dikenal dengan 
“hukum growing public expenditures” atau “hukum semakin meningkatnya pengeluaran 
pemerintah.” Peningkatan belanja pemerintah itu disebabkan oleh penyediaan barang-barang 
kolektif yang semakin meningkat pula. Ibrahim Yusuf (1982: 806) dan Abdul Wahid (1971: 
5) menegaskan bahwa belanja negara harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi 
penggunaan anggaran dan pemenuhan kebutuhan publik. 
Dengan demikian, pada masa-masa awal pengeluaran publik menjadi salah satu 
kebutuhan utama bagi kaum Muslim, seperti pengeluaran pemerintah untuk keperluan 
peperangan. Abu Ubaid (1986: 24-25) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap 
keuangan publik yang dialokasikan untuk sumber-sumber pembelanjaan publik atau 
pengeluaran umum lainnya didasarkan atas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syari’ah serta 
peristiwa yang ada. Bahkan, sistem keuangan Islam semakin luas mencakup pembelanjaan 
umum yang menjadi kebiasaan dalam perkembangan ekonomi dan sosial ketika 
mengasumsikan bahwa pembelanjaan publik merupakan aktivitas yang selalu meningkat 
seiring dengan peningkatan produksi, bertambahnya pendapatan pemerintah, dan tiadanya 
barang-barang publik bagi kegiatan konsumsi. 
 
5. Diskusi 
Dalam ekonomi Islam, belanja negara dalam membiayai kepentingan publik 
berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran belanja yang rasional. Anggaran belanja 
disusun sesuai dengan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor publik dan swasta, 
kemudian didistribusikan untuk berbagai kategori pengeluaran (Jaelani, 2016a). Jadi, prinsip 
anggaran belanja adalah pendapatan yang tersedia menentukan jumlah untuk pengeluaran 
pemerintah. Jaelani (2016b) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan sesuai 
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dengan jumlah pendapatan yang tersedia dari sumber-sumber pendapatan yang tersedia. 
Anggaran biasanya surplus atau setidaknya anggaran berimbang. 
Adapun sistem anggaran belanja di negara-negara modern justru sebaliknya. Estimasi 
pengeluaran pemerintah yang disusun kemudian ditemukan cara untuk menaikkan anggaran 
dengan manipulasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai jenis pajak dan sumber 
pendapatan negara dalam rangka memenuhi keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran. 
Hal ini berakibat, pengeluaran pemerintah sangat tinggi meskipun mengalami kelangkaan 
sumber daya. Akibatnya terjadi defisit anggaran yang akan dibiayai melalui pinjaman internal 
dan eksternal, pencetakan mata uang, dan sebagainya, sehingga akhirnya menyebabkan 
inflasi, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. 
Teori pembelanjaan publik dalam ekonomi Islam berintikan adanya peran pemerintah 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan yang direncanakan 
secara sistemik dan terprogram. Pendapatan dari zakat, misalnya, tidak menjadi bagian dari 
anggaran umum, karena manfaatnya telah ditetapkan dan disebutkan dengan jelas dalam al-
Qur’an, seperti pada surat at-Taubah ayat 60. Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari 
zakat akan diposisikan pada sumber dana yang terpisah dan didistribusikan untuk tujuan-
tujuan tertentu, yaitu 8 kelompok penerima zakat. 
Dalam pengelolaan zakat, seperti disarankan Abu Ubaid (1986: 575), pemerintah 
memiliki kebijakan dalam mendistribusikannya, termasuk mengentaskan kemiskinan. Zakat 
harus didistribusikan di daerah yang menghimpunnya. Transfer anggaran yang bersumber dari 
dana zakat, dari salah satu wilayah ke wilayah lain tidak dibolehkan kecuali semua kelompok 
penerima di wilayah tersebut telah menerima secara memadai. Mawardi (1996: 124) 
menyatakan bahwa jika bagian semua kelompok penerima melebihi kebutuhan mereka, 
sisanya dibagikan kepada penerima yang ada di daerah terdekat. Sebenarnya, pendistribusian 
zakat di tempat yang sama akan mengurangi kecemburuan sosial dari orang miskin terhadap 
kekayaan orang kaya, menciptakan rasa tanggungjawab social, dan menumbuhkan kepedulian 
sosial di antara orang kaya terhadap orang miskin di wilayah tersebut. 
Aspek-aspek distribusi zakat dapat dibandingkan dengan distribusi pajak yang 
dilakukan oleh banyak negara. Pemikiran awal tentang prinsip-prinsip perpajakan, seperti 
diungkapkan oleh Roncaglia (2006) dan Moran (in Martin, 2009), biasanya merujuk pada 
pendapat Adam Smith (1977) tentang “canons of taxation”. Adapun prinsip-prinsip 
pengeluaran pemerintah dapat disebut “canons of government expenditure.” Dalam 
pengeluaran keuangan publik, seperti ditegaskan Rossen & Gayer (2008: 124), ada tujuh asas 
yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya, seperti dirinci berikut ini. 
Tabel 4 
Asas-asas Perpajakan Menurut Adam Smith 
 
No Asas-asas Perpajakan Deskripsi 
1 Moralitas Asas moralitas ini meliputi nilai-nilai agama, etika sosial, adat istiadat, dan 
kebudayaan yang penting dipertimbangkan dalam pengelolaan 
pengeluaran pemerintah 
2 Nasionalitas Pengeluaran pemerintah sebagai perwujudan atau pelaksanaan fungsi 
pemerintah dalam mencapai tujuan nasional, terutama untuk kepentingan 
masyarakat dan bangsa dalam menciptakan kemakmuran 
3 Kerakyatan Pemerintah dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus selaras dengan 
prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Jadi, pengeluaran keuangan 
publik oleh pemerintah, bukan hanya memperoleh persetujuan lembaga 
kedaulatan rakyat, melainkan juga diimplementasikan untuk kepentingan 
rakyat. 
4 Efisiensi & Efektivitas Segala tindakan pemerintah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan 




5 Fungsional Pemerintah dan lembaga yang terkait dengan fungsi pengeluaran publik 
dalam melaksanakan tugasnya hendalnya sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan jabatan yang dimilikinya 
6 Perkembangan Pengeluaran keuangan publik berdasarkan perubahan-perubahan dan 
dinamika masyarakat seiring dengan tingkat kemajuan yang dicapai. 
Aspek ini dapat mengarahkan pada ketepatan dan penciptaan distribusi 
keuangan secara merata kepada masyarakat 
 
Belanja pemerintah tidak dapat dilepaskan dari aspek politik ekonomi. Due & 
Friedlander (1981) menegaskan bahwa the optimal efficiency in the use for resources, bukan 
hanya tentang produksi pemerintah saja, namun juga produksi pihak swasta. Adapun politik 
pengeluaran pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan belanja 
pemerintah memiliki tujuan, sehingga tidak mengurangi motivasi bekerja. Dengan demikian, 
hal ini dapat mendorong pencapaian efisiensi produksi secara maksimal, atau dicapai alokasi 
yang optimal selain tenaga-tenaga produksi.  
Politik pengeluaran pemerintah juga harus dijalankan agar the marginal social benefit 
from the production of each commodity must be equal to the marginal social cost resulting 
from the commodity. Belanja barang oleh pemerintah harus memiliki pertimbangan, apakah 
hasil marginal dari pengeluaran pemerintah sama dengan pengorbanan marginal oleh pihak 
swasta. Meade (dalam Due & Friedlaender, 1981:79) menyatakan bahwa trade and welfare 
menjadi kausal dengan alokasi yang optimal dari tenaga-tenaga produktif atau the best use of 
economic resource. Sedangkan Allen & Brownlee (dalam Due & Friedlaender, 1981:79), 
menyebutnya the best allocation of resources the optimum production of economic resources; 
dan politik pengeluaran pemerintah dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai 
full employment dan full capacity yang berarti telah dicapai employment of all factors unit. 
Dalam ekonomi Islam, sistem pendistribusian anggaran dikelola berdasarkan kondisi 
keuangan pemerintah yang ada dan didistribusikan sesuai dengan tujuan yang telah 
direncanakan. Bagi Mawardi (1996: 213-214), tanggungjawab institusi keuangan negara 
berupa pendistribusian anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Fungsi belanja 
pemerintah ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, belanja negara yang harus dibiayai 
pemerintah, meliputi tanggungjawab yang disediakan karena nilai-nilai yang diterimanya, 
yaitu untuk gaji pegawai dan tentara, pengadaan persenjataan, dan kompensasi. Karena 
tanggungjawab ini berlawanan dengan nilai yang diterima, pemerintah harus menetapkan 
aturannya. Pelaksanaan tanggungjawab itu menimbulkan biaya yang disediakan oleh negara.  
Kategori kedua, belanja negara yang telah ditetapkan dari dana hibah untuk 
kepentingan umum. Mawardi (1996: 214-215) berpendapat bahwa pelaksanaan jenis 
tanggungjawab ini berkaitan dengan keberadaan dana pada kas negara. Jika ada dana yang 
memadai di kas negara, tanggungjawab kepentingan umum harus dipenuhi. Namun, jika tidak 
ada dana, tanggungjawab tersebut dapat dibebankan kepada masyarakat sebagai kewajiban 
sosial. Dengan kata lain, pengelolaan belanja negara bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan publik menjadi asas utama bagi belanja pemerintah 
yang bersumber dari dana pemerintah sendiri, atau dibiayai secara tidak langsung oleh 
masyarakat yang kaya. 
Abu Yusuf (1979: 27), Yahya (1979: 19) dan Abu Ubaid (1986: 3) berpendapat bahwa 
peran pemerintah yang paling pokok adalah perlindungan kepentingan umum. Oleh karena 
itu, Masud (1995: 130) menegaskan bahwa konsep tersebut berkaitan dengan peningkatan 
kesejahteraan sosial dan material masyarakat. Menurut definisi “kepentingan publik” ini, 
fungsi belanja negara menjadi luas dan fleksibel. Konsekuensinya, belanja negara memiliki 
ruang lingkup luas yang dibatasi oleh prinsip kepentingan umum.  
Untuk kepentingan kesejahteraan publik, para ahli hukum Islam telah memberikan 
rincian terkait fungsi pengelolaan belanja negara yang menjadi kewajiban sosial berdasarkan 
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indikator kepentingan publik. Misalnya, Mawardi (1996: 245) berpendapat bahwa pertahanan, 
pemenuhan kebutuhan air, dan pembangunan jalan adalah tugas-tugas sosial. Ahli fiqih 
lainnya, Nawawi (1343: 125) menegaskan bahwa kewajiban sosial itu meliputi penghapusan 
kemiskinan dengan bantuan langsung, seperti makanan dan pakaian. Menurut Ibn Hazm 
(1347: 6: 156), pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat miskin menjadi tanggung jawab orang 
kaya dalam masyarakat, misalnya makanan, pakaian dan rumah. Bagi Ghazali (2003: 94), 
pemerintah bertanggungjawab dalam membantu orang miskin ketika ada kelangkaan pangan 
dan harga barang yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban mengelola 
anggaran belanja untuk berbagai fungsi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
 
6. Kesimpulan 
Manajemen belanja pemerintah Indonesia dapat dikaji dalam Undang-undang RI   No. 
38 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Penerapan belanja negara berdasarkan 
sistem distribusi yang mencakup belanja pemerintah pusat menurut fungsi, organisasi dan 
program, transfer ke daerah, dan dana desa. Belanja negara tersebut bertujuan untuk 
pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui upaya memacu pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas dan merata, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan 
mengendalikan inflasi. Secara manajemen, pemerintah juga akan senantiasa mempertajam 
efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas 
belanja negara.  
Dalam ekonomi Islam, belanja pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
publik berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan umum. Pembelanjaan public ini sebagai alat 
yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran publik ini terkait dengan peran pemerintah dalam 
menjalankan fungsinya, berupa pengaturan kehidupan beragama yang harmonis, penegakan 
hukum, perlindungan masyarakat,  pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan administrasi 
keuangan, dan pembangunan. Fungsi ini terfokus pada perwujudan kehidupan masyarakat 
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